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INFORMASI DAN PERSENTASE WAJIB LHKPN 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

bebas dari praktik korupsi, setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan harta 

kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

merupakan bagian dari upaya penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pencegahan 

tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi. 

Pemerintah Kota Singkawang, sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah, turut 

mendukung implementasi kebijakan pelaporan LHKPN tersebut. Dalam laporan ini, akan 

disampaikan informasi terkini mengenai daftar wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah 

Kota Singkawang, termasuk tingkat kepatuhan atau persentase pelaporan oleh para pejabat yang 

telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berikut di bawah ini laporan penyampaian kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah 

Kota Singkawang yang disertai bukti pelaporan. (terlampir) 

Daftar Kepatuhan LHKPN Pemerintah Kota Singkawang 

      Persentase Pelaporan       Persentase Ketepatan 

  

Sudah Lapor                                       370 Sudah Lapor                                        370 

Wajib Lapor                                       370 Tepat Waktu                                        370 

Grafik Penyampaian LHKPN 2025 

 

 

100% 100% 



UNIT KERJA 
WAJIB 

LAPOR 

SUDAH 

LAPOR 

TEPAT 

WAKTU 
PELAPORAN 

Badan Kepegawaian Dan 
Pengembangan Sdm 

5 5 5 100% 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 3 3 3 100% 

Badan Keuangan Daerah 15 15 15 100% 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 4 4 100% 

Badan Perencanaan Dan Pembangunan 
Daerah 

5 5 5 100% 

Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 

7 7 7 100% 

Dinas Kesehatan Dan Keluarga 
Berencana 

46 46 46 100% 

Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 6 6 100% 
Dinas Lingkungan Hidup 9 9 9 100% 

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 7 7 7 100% 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang 

19 19 19 100% 

Dinas Penanaman Modal Dan 
Tenaga Kerja 

8 8 8 100% 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 9 9 9 100% 
Dinas Perhubungan 7 7 7 100% 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi Dan Ukm 

4 4 4 100% 

Dinas Perpustakaan Dan 
Kearsipan 

5 5 5 100% 

Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan Dan Perikanan 

13 13 13 100% 

Dinas Perumahan, Permukiman Dan 
Pertanahan 

13 13 13 100% 

Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak 

6 6 6 100% 

Inspektorat Daerah 32 32 32 100% 
Kecamatan 93 93 93 100% 

Perumda Air Minum Kota 
Singkawang 

1 1 1 100% 

Rsud Dr Abdul Aziz 11 11 11 100% 
Satuan Polisi Pamong Praja 5 5 5 100% 
Sekretariat Daerah 20 20 20 100% 
Sekretariat DPRD 7 7 7 100% 
Staf Ahli 2 2 2 100% 

Unit Layanan Pengadaan (Ulp) 
Barang/Jasa 

8 8 8 100% 

 

  



Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan komitmen terhadap transparansi, integritas, 

dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. 

Pemerintah Kota Singkawang akan terus berupaya memperkuat budaya antikorupsi 

melalui pembinaan internal, monitoring, serta kerja sama aktif dengan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Dengan demikian, tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas 

demi mewujudkan kepercayaan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. 

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Mengetahui, 

Inspektur 

 

 

 
Dwi Putra Sumarna, S.T., M.T. 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19700105 199703 1 006 
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